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skripsi ini berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2002 Tentang Grasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone”. 
Grasi adalah salah satu upaya yang dapat diajukan oleh seorang narapidana 
kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman. 
Grasi merupakan hak prerogatif seorang presiden sebagai Kepala Negara yang 
diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2002 tentang Grasi. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi 
bahwa yang berhak mengajukan grasi adalah mereka yang dihukum mati, 
dihukum penjara seumur hidup atau dihukum penjara paling singkat dua 
tahun. Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone dalam 
kurun waktu tahun 2010- tahun 2015 tidak ada narapidana yang mengajukan 
grasi dikarenakan mereka tidak mengetahui mengenai hak narapidana untuk 
mengajukan grasi 
Tujuan skripsi ini adalah untuk: 1) mengetahui sejauh mana peran 
petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone dalam pemberian 
grasi terhadap narapidana, dan 2) mengetahui dampak positif dan dampak 




Jenis penelitian ini tegolong empiris dengan menggunakan pendekatan 
yuridis terhadap permasalahan dalam skripsi ini, sumber data penelitian ini 
adalah narapidana dan petugas, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi, memberikan peluang kepada 
narapidana untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Republik 
Indonesia. Namun, terdapat beberapa masalah yang serius dan perlu 
mendapatkan perhatian khusus yaitu petuas Lembaga Pemasyarakatan tidak 
berperan dalam memberikan informasi kepada narapidana tentang adanya hak 
narapidana untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Diharapkan 
agar ini dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Lembaga Pemasyarakatan 
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A. Latar Belakang 
Teori equality before the law terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 1 Pasal 27 ayat (1) Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar hukum agar semua warga Negara 
diperlakukan sama di hadapan hukum dan di hadapan pemerintah. 
Dalam hal ini, ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar 
menegakkan dan menjalankan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an 
Surat Al-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan seseorang harus bersikap adil dalam menetapkan 
suatu hukum. 
Q.S Al-Nisa/4:58 
                               
                        
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 




Berdasarkan Undang –Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia acap kali 
disebut sebagai Negara Presidensil, akan tetapi sifatnya tidak murni dikarenakan 
adanya unsur-unsur atau elemen-elemen system parlementer yang bercampur baur di 
dalamnya. Namun, setelah terjadinya empatkali amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, terkhusus dengan diadopsinya system pemilihan presiden secara 
langsung serta perubahan structural dan fungsional terhadap lembaga Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka dari itu menjadi semakin tegas bahwa system 
pemerintahan yang ada adalah system pemerintahan presidensil murni. Untuk negara 
yang mempunyai system pemerntahan presidensil tidak lagi menjadi persoalan 
mengenai fungsi presiden sebagai Kepala Negara dan fungsi presiden sebagai kepala 
pemerintahan. 
Di Indonesia sebagai negara yang menganut system pemerintahan presidensil, 
maka efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat, akan tetapi karena 
tingginya otoritas yang dimiliki sering kali menimbulkan persoalan yang berkenaan 
dengan demokrasi. Yang menjadi salah satu kelemahan dari pada system presidensil 
yaitu otoritas kekuasan tertinggi ada di tangan presiden, misalnya pada Pasal 14 ayat 
(1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden member grasi 
                                                           




dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Hal ini 
bertujuan agar hak preogratif dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak. 
Grasi merupakan upaya (non) hukum yang luar biasa, karena secara legalistic 
positifistik, suatu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian melalui 
upaya hukum banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi, kemudian melalui upaya 
hokum kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung, apabila   Mahkamah Agung telah 
menetapkan atau telah memutus suatu kasus maka dianggap telah memiliki kekuatan 
hokum tetap (in kracht van gewijsde). Maka dari itu hanya tinggal satu upaya yang 
dapat ditempuh, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Namun sebelum itu, pertolongan 
terakhir yang sesungguhnya bukan merupakan alur hukum, dapat ditempuh dengan 
mengajukan grasi kepada Presiden. 
Presiden memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh 
fungsi jabatan kenegaraan lain yakni hak prerogatif. Hak prerogative adalah hak 
kepala Negara untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan 
berkekuatan hokum tetap. Hak prerogatif adalah hak tertinggi yang disediakan oleh 
konstitusi bagi kepalan negara. Dalam bidang hukum, kepala Negara berhak 
mengeluarkan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Substansi dari pada pemberian 
grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitas iadalah pengakuan atas keterbatasan manusia 
sebagai makhluk yang tidak sempurna, manusia bias saja khilaf. Penggunaan hak 
prerogatif presiden sebagai kepala negarahanya dalam kondisi khusus. 
Juga sebagaimana dalam Firman Allah dalam Al-Qu’ran Surah An-Nahl:119 
4 
 
                                
        
 
Terjemahnya: 
Kemudian, Sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang 
mengerjakan kesalahan Karena kebodohannya, Kemudian mereka bertaubat sesudah 
itu dan memperbaiki (dirinya), Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
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Meskipun grasi tidak termasuk upaya hukum, tetapi pada hakikatnya “putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap” menjadi tidak pasti (tetap) 
karena ada kemungkinan dibebaskan atau dikurangi. Itulah sebabnya atas 
permohonan terpidana dapat ditangguhkan (tidakdijalankan)
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia 
mencantumkan pidana mati sebagai pidana pokok dan penerapannya berkembang 
pada enam tahun terakhir dan popular di masa desakan perubahan system peradilan. 
Pada periode ini beberapa aturan hokum baru menaruh hukuman mati sebagai 
ancaman hukuman maksimal, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Peradilan Hak Asasi Manusia, juga Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme, dan beberapa aturan hokum lainnya. 
                                                           
3Departemen Agama, AL-qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cv. Diponegoro), h.115 
4Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Bagian Kedua di Kejaksaan dan 
Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi (Cet.II; Jakarta; Sinar Grafka; 1995), h.483. 
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Maka hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti 
masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul 
Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Watampone (AnalisisYuridis) 
B. Masalah Pokok 
Bagaimana penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone? 
C. RumusanMasalah 
1. Bagaimana peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone 
dalam pengajuan grasi? 
2. Apa dampak positif dan dampak negatif pemberian grasi terhadap narapidana? 
D. Hipotesis 
Secara etimologis, hipotesis berarti sesuatu yang masih kurang untuk sebuah 
kesimpulan pendapat, dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan, tetapi 
kesimpulan ini belum final dan masih perlu dibukrtikan kebenarannya. Adapun 
hipotesis penelitian skripsi ini adalah: 
1. Ada dugaan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone 
kurang berperan dalam mensosialisasikan hak-hak narapidana, seperti 
adanya hak narapidana untuk mendapatkan grasi. 
2. Ada dugaan Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak 




E. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keliru dalam menafsirkan makna dalam 
skripsi ini, maka diperlukan defenisi operasional mengenai judul, yaitu: 
Penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain 
untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 
suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
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Grasi ialah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau 
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
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Analisis Yuridis ialah analisa dari segi hukum, sedangkan analisis Sosiologis 
ialah analisa dari segi kehidupan masyarakat. 
F. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang penerapan Undang-Undang grasi belum pernah dilakukan. Hal 
ini disimpulkan dari penelusuran yang dilakukan penulis dalam lingkup perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 
Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta penelusuran 
melalui internet. Adapun dari hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang 
membahas tentang grasi yaitu: 
                                                           
5Reza Setiani, “Pengertian Penerapan”, 
http://internetsebagaisumberbelajar.blogsopt.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.htnl, diakses pada 
tanggal 25 Juli 2015 pukul 19.45 WITA. 
6Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, pasal 1 
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“Grasi Bagi Narapidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam “ Oleh M. 
Arif Rujianto, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 
2013. 
“Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana” Oleh Wahyu Trisnawati, 
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun  2010. 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di 
Indonesia” oleh Triana Putrie Vinansari, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 
Medan pada tahun 2012. 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi, Remisi dan Pembebasan 
Bersyarat Pada Kasus Schapelle Leigh Corbi (Ratu Marijuana) Dalam Rangka 
Pemberantasan Nartianti Friska Febriana, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 
Yogyakarta pada tahun 2014. 
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Pelaksanaan Pemidanaan” oleh Andi Nurhaerurrijal Amin, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang 
dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagaiberikut: 
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1. Untuk mengetahui sejauh mana peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Watampone dalam pemberian grasi terhadap narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Watampone. 
2. Untuk mengetahui dampak negatif dan dampak positif pemberian grasi 
terhadap narapidana. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan 
dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di 
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan 
masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 






A. Sejarah Penerapan Grasi dan Ruang Lingkupnya 
Dari segi bahasa grasi berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata 
“Gratia”. Di Belgia disebut “Genade” yaitu semacam anugrah atau dengan kata 
lain pengampunan dari Kepala Negara dalam rangka meringankan atau 
membebaskan pidana si terpidana.
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Dalam arti sempit grasi yaitu tindakan meniadakan hukuman yang telah 
diputus oeh hakim atau dengan kata lain Presiden berhak untuk meniadakan 
hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. 
Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, Grasi adalah 
pengampunan berupaperubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan 
pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
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Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan 
absolut di Eropa adalah sebuah anugrah raja (vorstelijk gunts) yang memberikan 
pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman pidana, sifatnya 
sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-
negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan 
pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur ke dalam kekuasaan 
                                                           
7Tri Sulistiawati “Prosedur Pengajuan Grasi Kepada Presiden Baik Tahap I Maupun Tahap II 
” (makalah yang disajikan pada diskusi mata kuliah hukum pidana, 2012) h. 1 





kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi suatu upaya koreksi 
terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya. 
Dalam kajian fiqh, grasi dikenal dengan berbagai istilah, seperti al-„afwu 
dan al-syafa‟at yang menurut Fakhruddin ar-Razi seorang ahli fiqh Madzhab 
Maliki diartikan sebagai suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain 
agar keinginannya dipenuhi. Di bidang peradilan al-„afwu atau al-syafa‟at 
mempunyai arti khusus, seperti yang disampaikan oleh Alin bin Muhammad as 
Sayyid as Sarif al-Jurjani, seorang ilmu kalam serta ahli hukum Madzhab Maliki 
dan pengarang Kitab at-Ta’rifat (defenisi istilah-istilah penting Islam. Menurut 
syafa‟at adalah:9 
يه لاؤس لا ي ف زواجت لا نع بو نذ لا نم يذ لا ع قو ة يان ج لا ي ف هق ح 
Artinya: “Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari 
menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan” 
Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, maka istilah 
syafa‟at dapat diartikan sebagai grasi di bidang hukum pidana umum. Oleh 
karenanya, di dalam ajaran agama Islam latar belakang adanya syafa‟at yang ada 
di dunia ini hanya untuk diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang 
membutuhkannya. Dengan demikian, secara umum Islam memandang bahwa 
pada dasarnya memberikan syafa‟at berupa bantuan, baik materiil maupun moril 
atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa‟at 
adalah tindakan terpuji. 
                                                           
9Ahmad Rajafi,“Defenisi Grasi Dalam Fiqh Islam”, 
https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-di-indonesia/, diakses pada tanggal 12 Februari 





Pada masa penjajahan Jepang, ketentuan tentang permohonan grasi ini 
termuat dalam peraturan balatentara Jepang, yaitu Osamu/Sei/Hi/No.1583. 
peraturan ini menentukan, selain menurut peraturan ini, peraturan apapun harus 
diurusi pula menurut peraturan yang sudah ada lebih dahulu, dalam hal ini ialah 
peraturan menganai permohonan grasi pada masa Hindia Belanda yaitu 
Gratieregeling yang termuat dalam Staatblad 1933 No.22. 
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan dasar peniadaan pidana yang 
telah dibicarakan di atas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Disamping itu diatur juga dalam konstitusi pasal 14 ayat (1) UUD RI 
Tahun 1945 yang menentukan Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan 
rehabilitasi. Atas dasar ketentuan ini, pada tanggal 14 April 1947, pemerintah 
mengluarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1947 yang memuat tata cara 
pelaksanaan permohonan ampun kepada Presiden. Pada tanggal 25 Juli 1947 
keluar peraturan Pemerintah No.18 tahun 1947 yang memuat perubahan 
terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Masih pada tahun yang sama, 
pemerintah mengeluarkan lagi Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1947 yang 
isinya memuat perubahan terhadap peraturan sebelumnya. 
Perubahan peraturan ini masih tetap berlanjut. Pada tahun 1948, 
pemerintah mengeluarkan empat kali Peraturan Pemerintah mengenai 
permohonan garsi ini, yakni Peraturan Pemerintah No. 3, No. S 1, No.16 dan 





keempat Peraturan Pemerintah ini isinya kembali memuat perubahan terhadap 
peraturan sebelumnya tentang permohonan grasi. 
Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuk Negara Republik Indonesia 
Serikat. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(Kontitusi RIS) 1949. Berkenaan dengan masalah grasi, konstitusi tersebut 
mengatur dalam pasal 160. Atas dasar ketentuan tersebut, pada tanggal 1 Juli 
1950dikeluarkan Undang-Undang No.3 tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, 
Lembaran Negara 1950 No.40, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1950. 
Undang-Undang ini disebut pula Undang-Undang Grasi. Materi muatan 
Undang-Undang ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Peraturan 
Pemerintah lainnya mengenai permohonan grasi yang dikeluarkan berdasarkan 
pasal 14 UUD 1945 sebelum amandemen. 
Meskipun demikian, ada hal-hal yang baru dalam undang-undang grasi 
ini. Misalnya, tenggang waktu penundaan pelaksanaan hukuman mati yang 
dimaksudkan untuk memberikesempatan kepada Presiden untuk 
mempertimbangkan grasikepada terpidana mati tersebut sekalipun terpidana 
tidak mengajukan permohonan grasi. Dalam Undang-undang Grasi tenggang 
waktunya tiga puluh hari, sementara peraturan sebelumnya empat belas hari. 
Pada tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat 
mengeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 1950 yang mengubah Konstitusi 





Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Pasal 2 UU 
No.7 tahun 1950 menyatakan, UUDS RI ini mulai berlaku pada tanggal 17 
Agustus 1950. 
Berkenaan dengan grasi atau pengampunan hukuman, pengaturannya 
tercantum dalam pasal 107 UUDS 1950. Ayat (1) pasal tersebut menetapkan, 
Presiden mempunyai hak memberi grasi atas hukuman-hukuman yang 
dijatuhkan oleh putusan pengadilan. Pelaksanaan hak grasi tersebut didasarkan 
atas nasihat Mahkamah Agung. Ayat (2) mengatur penangguhan eksekusi 
hukuman mati untuk memberikan kesempatan kepada Presiden untuk 
menggunakan hak grasinya. Ayat (3) mengatur masalah amnesti dan abolisi. 
Pada masa UUDS 1950, penaturan tata cara pelaksanaan grasi masih 
tetap menggunakan Undang-Undang Grasi tahun 1950 yang dikeluarkan pada 
masa RIS. Hal ini sesuai dengan perihal pasal 142 UUDS 1950 yang 
menentukan segala peraturan yang ada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku 
selama peraturan-peraturan tidak dicabut, ditambah, diubah atas kuasa Undang-
Undang Dasar ini. 
Pada masa ini,peraturan yang keluar berkenaan dengan grasi tercatat 
Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1954 tentang Kasasi dan Grasi. Pasal 2 
peraturan ini menetapkan, seorang terpidana yang berada dalam tahanan dan 
mengajukan grasi sehingga ia tidak harus menjalani hukumannya. Jika terdapat 





Kehakiman No.J.G.2/135/5 tanggal 29 Agustus 1951 tentang Pelaksanaan 
Urusan Grasi. Surat Edaran ini ditujukan kepada ketua-ketua Pengadilan Negeri 
dan kepala-kepala Kejaksaan Negeri, yang isinya antara lain, menjelaskan 
maksud dan pengertian tempo 14 hari sebagaimana tercantum dalam pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Grasi 
UUDS 1950 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 1959, Presiden 
melalui Dekritnmya tanggal 5 Juli 1959 nenetapkan berlakunya kembali UUD 
1945. Berlakunya UUD 1945 mempengaruhi status hukum badan-badan 
kenegaraan dan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku pada masa 5 Juli 
1959. Namun hal ini dapat diatasi melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 
yang menetapkan, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung 
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Peraturan yang 
ada dan berlaku sebelum 5 Juli 1959 dan masih tetap berlaku setelah keluarnya 
dekrit tersebut  abtara lain, Undang-Undang Grasi No.3 tahun 1950. Ketentuan-
ketentuan yang terbit berkenaan dengan masalah grasi, misalnya Surat Edaran 
Menteri Kehakiman No.J.G.2/42/11, tanggal 5 November 1969. 
Di sampinggrasi menurut Undang-Undang Grasi, ada pula grasi yang 
khusus yang didasarkan Keppres No.449 tahun 1961 tanggal 17 Agustus 1961 






Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penajara 
sementara merupakan wewenang Presiden. Dalam hal ini, berlaku Undang-
Undang Grasi No.3 tahun 1950 (pasal 7). Mengenai tata cara perubahan pidana 
penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, Menteri Kehakiman 
mengeluarkan Keputusan No.M.03.HN.02.01 tahun 1988 tentang Tatacara 
Permohonan Perubahan Piadana Penjaara Seumur Hidup menjadi Pidana 
Penajara Sementara berdasarkan Keppres No.5 tahun 1987 tentang 
Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi). 
Dengan demikian tata cara pengajuan permohonan perubahab pidana 
tersebut harus menggunakan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Grasi 
tersebut karena mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mengubah 
atau mengganti bentuk hukuman atau pemidanaan yang lebih ringan artinya 
sama dengan mengajukan grasi. 
Setelah Undang-Undang No.3 tahun 1950 tentang Grasi tidak sesuai 
lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan 
substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 
masyarakat, maka lahirlah Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Grasi, 
yang diberlakukan mulai Tanggal 22 oktober 2002, dimuat dalam Lembaran 
Negaratahun 2002 No.108. sejak saat itu Undang-Undang No.3 tahun 1950 





Penyesuaian dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud 
adalah hubungan dengan amandemen UUD 1945, yakni ketentuan pasal 14 ayat 
(1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan 
memperhatikan petimbangan Mahkamah Agung. Tatacara pengajuan dan 
penyelesaian permohonan grasi dalam Undang-Undang Grasi yang lama 
menimbulkan celah yang selama ini menjadi permasalahan, antara lain 
mengenai penundaan eksekusi karena permohonan grasi. Hal ini 
mengakibatkan penyalahgunaan permohonan grasi untuk menghindarkan diri 
dari eksekusi. 
Seperti halnya dengan Undang-Undang Grasi yang lama, seorang 
terpidana mati hanya dapat mengajukan grasi jika putusan pemidanaanya telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika terpidana masih dalam proses 
melakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi maka tidak dapat 
mengajukan grasi, sebab putusan pidana mati pada saat tersebut belum 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
Dalam Undang-Undang ini putusan pemidanaan yang dapat diajukan 
grasinya selain pidana mati dan pidana seumur hidup adalah pidana penjara 
yang ditentukan lamanyapaling rendah 2 (dua) tahun. Berbeda dengan Undang-
Undang Grasi lama yang tidak membatasi lamanya pidana penjara yang dapat 





lama dari masa hukuman seorang terpidana. Selain itu, tidak adanya batasan 
tersebut menyebabkan banyaknya permohonan grasi yang harus diproses.  
Grasi pada dasarnya, pemberian dari presiden dalam bentuk 
pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau 
penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, 
pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidan 
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. 
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau 
menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak 
berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi 
terhadap terpidana, 
Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut Undang-
Undang Permohonan Grasi yaitu semua putusan pengadilan sipil maupun 
pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tatap. Sedangkan ruang 
lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut Undang-Undang Grasi yaitu 
terhadap semua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan 









B. Prosedur Pengajuan Grasi 
Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 2002 entang Grasi, prosedur 
permohonan grasi yaitu sebagai berikut:
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1. Hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat 
pertama memberitahukan hak mengajukan grasi kepada terpidanasesaat 
setelah putusan dibacakan. Namun apabila terpidana tidak hadir, maka 
terpidana mempunyai hak untuk diberitahukan secara tertulis oleh panitera 
dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. 
2. Surat permohonan yang diajukan oleh terpidana atau orang lain dengan 
persetujuan terpidana (dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, dapat 
diajukan tanpa persetujuan terpidana) harus diajukan kepada Presiden 
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
disampaikan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama 
untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi ini  
(dan salinannya) dapat pula disampaikan melalui Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana yang nantinya akan 
disampaikan oleh Kepala Lembaha Pemasyarakatan tersebut kepada 
Presiden dan salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara pada 
tingkat pertama. 
3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. 
                                                           






4. Setelah menerima permohonan yang diajukan, dalam jangka waktu paling 
lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan 
permohonan grasi, panitera pengadilan mengirimkan surat permohonan 
tersebut beserta berita-berita acara sidang, surat putusan yang 
bersangkutan atau salinannya, dan banding serta kasasi (bila ada) kepada 
Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan ke 
Mahkamah Agung. 
5. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangannya terhadap 
grasi yang diajukan terpidana. 
6. Dalam jangka paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung segera 
meneruskan berkas-berkas tersebut beserta pertimbangan yang tertulis 
kepada Presiden. 
7. Presiden kemudian memberikan keputusannya, apakah mengabulkan 
permohonan grasi atau menolaknya. Jangka waktu pemberian atau 
penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya 
pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian Keputusan Presiden 
mengenai grasi tersebut disampaikan kepada terpidana paling lambat 
empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. 
8. Salinan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut disampaikan kepada: 





b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, 
c. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana, dan 
d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpiana menjalani pidana terkait. 
Prosedur permohonan grasi di atas merupakan prosedur pengajuan 
grasi yang baku yang harus dilakukan oleh terpidana maupun kuasa 
hukumnya baik pada pengajuan grasi yang pertama maupun pengajuan 
grasi yang kedua. Namun untuk dapat mengajukan permohonan grasi 
yang kedua, terpidana harus menunggu waktu dua tahun sejak 
pengajuan grasi yang pertama ditolak oleh Presiden 
Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-
surat sebagai berikut: 
1. Surat Pengantar 
2. Daftar isi berkas perkara 
3. Akta berkekuatan hukum tetap 
4. Permohonan grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi 
5. Salinan Permohonan Grasi dari Terpidana dan Akta Penerimaan Salinan 
Permohonan Grasi 
6. Surat Kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau Surat Persetujuan untuk 
keluarga dari terpidana (jika ada) 
7. Berita Acara Sidang 





9. Putusan Pengadilan tingkat banding (jika ada) 
10. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada) 
11. Surat Dakwaan 
12. Eksepsi dan Putusan Sela (jika ada) 
13. Surat Tuntutan 
14. Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada) 
15. Surat Penetapan Penunjukan Hakim 
16. Surat Penetapan Hari Sidang 
17. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan 
18. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara 
C. Syarat-Syarat Permohonan Grasi 
Sebelum sebuah permohonan grasi diajukan, permohonan grasi tersebut harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Diajukan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Bahwa yang dimaksud “putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap” adalah: 
a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau 
kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang 





b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 
waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 
Pidana; atau 
c. Putusan kasasi 
2. Pihak yang dapat mengajukan grasi adalah terpidana atau keluarganya 
atau melalui kuasa hukumnya. Untuk terpidana mati, keluarga dapat 
mengajukan permohonan grasi tanpa sepengetahuan terpidana; 
3. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, 
penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun; 
4. Grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal: 
a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat 2 
(dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, 
b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana 
penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak 
tanggal keputusan grasi diterima. 
5. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam jangka waktu bersamaan 
dengan permohonan Peninjauan Kembali atau jangka waktu antara kedua 
permohonan tetrsebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan 





Menurut Pompe Keadaan-Keadaan Tertentu yang Dapat Diapakai Sebagai 
Alasan Untuk Memberikan Grasi
11
, yaitu: 
1. Adanya kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu 
peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana 
tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan 
atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu tindak 
pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini Pompe menunjuk antara lain pada 
penafsiran yang lebih luas dari pengertian overmacht di dalam arrest dari 
Hoge Raad tanggal 15 Oktober 1923, N.J. 1923 W. 11113. 
2. Adanya keadan=keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim 
pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan 
untuk meringankan atau meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. 
Misalnya, keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana 
yang tidak mampu membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. 
3. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.  
4. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa 
percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang 
sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan. 
5. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Grasi 
ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah tersebut 
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dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila grasi 
seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan 







A. Jenis dan Lokasi penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti jenis penelitian yang 
dipakai adalah empiris 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pedekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalahPendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
kesesuaian antara bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku 
C. Metode Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses 






b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
berupa buku, dokumen, hasil karya tulis para ahli, artikel dan atau 
bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
c. Data tersier,antara lain berupa bahan – bahan yang bersifat menunjang 
banah hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus 
bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah. 
2. Sumber Data 
a. Penelitian pustaka (library research), yaitu metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi 
berupa buku-buku, media cetak atau media massa lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini. 
b. Penelitian lapangan (field research), yaitu metode yang digunakan 
dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. 
1) Populasi 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunana objek dengan ciri 
yangg sama
12
. Dalam hal ini populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah semua narapidana yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Watampone. 
 
 
                                                           








Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi.Sampel pada 
penelitian ini adalah Narapidana yang diputus bersalah pada tahun 
2010-2015. 
3. Teknik pengumpulan data 




a. Wawancara (  Interview  ) 
Wawancara yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa piahak 
yang berkompeten atau responden untuk memberikan informasi atas 
pengamatan dan pengalaman dalam  menganalisis penerapan aturan 
hukum  
b. Dokumentasi  
Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 
atau data yang sudah berbentuk jadu seperti dokumen dan publikasi 
serta menelah buku – buku , tulisan – tulisan yang berhubungan 
dengan analisis penelitian. 
 
 
                                                           





c. Instrumen penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data 
penelitian saat sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan 
adalah: 
1) Pedoman wawancara merupakan salah satu hal yang terlebih dulu 
harus dipersiapkan sebelum wawancara dimulai, biasanya 
wawancara dimulai dengan menentukan informan yang akan 
diwawancarai, kemudian membuat janji untuk melakukan 
wawancara, dan selanjutnya peneliti mengajukan beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
2) Tape recorder atau alat perekam suara untuk merekam kutipan 
wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan informan. 
3) Handphone yang akan digunakan untuk mengambil gambar dan 
atau video. 
4) Alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat hal-hal penting 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta alat-alat 
pendukung lainnya yang dianggap penting. 
d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam megolah dan menganalisis data mengunakan 
analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam 
bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil 





memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk 
responden yang jumlahnya sedikit 
e. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi 
sebagai berikut : 
1) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan , 
mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan 
dan uraian umum 
2) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk 
membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang 
mungkin dapat menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat 
menimbulkan kerancuan 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Lapas adalah tempat 
untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 
pemasyrakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, 
tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. 
 Pada sekitar tahun 1200-1400 di Inggris di kenal hukum kurungan gereja 
dalam sel. Howard Jones menerangkan bahwa sejak zaman Raja Mesir pada 
tahun 2000 Sebelum Masehi (SM) di kenal pidana penjara dalam arti 
penahanan selama menunggu pengadilan dan ada kala sebagai penahanan 




Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk 
memperbaiki akhlak terhukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu pada 
waktu malam ditutup sendirian dan pada waktu siang bekerja bersama-sama. 
Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap menganai hal-hal yang 
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karena itu, maka sistem ini 
dinamakan “silent system”. 
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Sedangkan menganai sejarah adanya Lembaga Pemasyarakatan di 
Indonesia ini terkait dengan sejarah berdirinya negara kita tercinta yang 
dijajah oleh Belanda dan Jepang. Masa demi masa terlewati, mengukir catatan 
demi catatan dan masing-masing masa memiliki sejarahnya tersendiri. 
Sejak abad ke XIX atau tepatnya pada tahun 1872 sampai pada tahun 1905 
merupakan periode pidana kerja paksa. Ditandai dengan dua jenis hukuman 
pidana yaitu hukum pidana khusus untuk orang Indonesia dan pidana khusus 
untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, yakni “Wetboek van 
Strafrechtvoor de Inlanders in Nederlandsch Indie”, artinya Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu 
orang Indonesia disebut dengan “Inlanders”. Pada periode ini pidana kerja 
merupakan bentuk pemidanaan yang seringkali dijatuhkan pada “Inlanders”. 
Lama pidana kerja sangat bervariasi, bisa seumur hidup atau minimal satu 
hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yaitu kerja paksa (dwang 
arbeid) atau dipekerjakan (ter arbeid stellen). Kerja paksa yang lamanya lebih 
dari lima tahun dilakukan dengan rantai (dwang erbeid buiten de ketting), 
kerja paksa yang dibawah lima tahun dilakukan tanpa rantai (dwang erbeid 
buiten de ketting), sedangkan yang dibawah satu tahun disebut dengan istilah 







Dasar hukum kepenjaraan relatif dari Hindia Belanda, yaitu berupa: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 13, pasal 14 huruf a sampai 
dengan huruf f, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan 
pasal 29). 
2. Reglemen Penjara Stbl. 1917 No.708 Jo.Stbl.No.77 
Peraturan penjara sebagai peraturan pelaksanaan dari Kitab Undang-
Undang   Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal tersebut di atas merupakan 
dasar dari pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan seperti yang tercantum 
dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sampai sekarang 
peraturan tersebut masih tetap berlaku sebagai dasar hukum berlakunya sistem 
pemasyarakatan. Peraturan penjara itu berlaku adalah berpedoman kepada 
pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala 
sesuatu belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. 
Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum 
pidana sudah sejak lama dilakukan, dalam hal ini meliputi hukum pidana 
materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan 
hukum pidana pada dasarnya tidak hanya yang bersifat struktural akan tetapi 
mencakup pula pembangunan substansial dan yang bersifat kultural. Dewasa 
ini hakikat pembangunan hukum semakin penting apabila dikaitkan dengan 
sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh 4 (empat) 





Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu 
untuk mencapai tujuan tertentu. 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan 
pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana 
mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana 
khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian berhasil 
tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik 
tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan 
jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat disamping ditentukan/dipengaruhi oleh 
sub-sub sistem peradilan pidana yang lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan 
Pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang 
dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana 
pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara. 
Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manisia, dimana sebelumnya disebut Departemen Kehakiman. Penghuni 
Lembaga Pemasyarakatan  yaitu narapidana (NAPI) atau Warga Binaan 





Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman 
Sahardjo pada tahun 1962. Beliau mengatakan bahwa tugas jawatan 
kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang 




Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang 
berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidaan 
yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup 
masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga 
Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan 
perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan. 
Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana 
di Lembaga Pemasyarkatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan 
resosiaisasidan rehabilitasi pelaku tindak pidana (narapidana), maka pada 
gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai 
kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem 
pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di 
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1. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone 
sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO.M.01.PR.07.03 
Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lrmbaga Pemasyarakatan 
adalah sebagai berikut: 
a. Tugas Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif 
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat 
yang baik dan bertanggung jawab. 
Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berharap agar 
setelah menjalani masa hukuman atau setelah bebas dari Lembaga 
Pemasyarakatan mantan warga binaan dapat memahami kesadarannya dan 
tidak ada niat untuk mengulangi kesalahan yang sebelumnya ia lakukan 
sehingga ditangkap dan akhirnya menjadi narapidana di Lembaga 
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Pemasyarakatan, serta mantan narapidana dapat hidup secara wajar di 
lingkungan masyarakat umum. 
b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk: 
1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik 
2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan anak didik 
pemasyarakatan 
3) Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan 
4) Melakukan urusan rumah tangga 
5) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Adapun fungsi lain dari Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
1) Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus 
bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam 
masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 
2) Menjaga keutuhan masyarakat 
3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 
pengadilan sosial (social of control).dan sistem pengawasan masyarakat 





Selain mempunyai tugas dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan juga 
mempunyai visi dan misi, yakni sebagai berikut: 
Visi :  
“Menjadi unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang akuntabel, transparan 
dan profesional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia “ 
Misi : 
1) Pemenuhan hak-hak narapidana berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia 
2) Melaksanakan registrasi dan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan      
yang berlaku 
3) Meningkatkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten 
dan berkesinambungan 
4) Mengembakan kerjasama dengan stakeholder 
5) Melaksanakan tata kehidupan yang aman dan tertib 
6) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 








Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone, 
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2. Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi 
Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang 
memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. Dalam hubungan 
ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu: 
1) Sistem Pemerintahan Presidential (presidential system), 
2) Sistem Pemerintahan Parlementer (parliamentary system), 
3) Sistem Campuran (mixed system atau hybrid system).17 
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut Sistem 
Presidential. Itu berarti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh 
rakyat (Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945) dan tidak lagi dipilih oleh 
Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR).
18
 
Dalam Sistem Pemerintahan Presidential ini terdapat hak prerogatif 
Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun karena 
kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga 
kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden 
diusahakan untuk dibatasi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan 
dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, 
dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang 
yudisial berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberia grasi. 
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Seperti yang telah kita ketahui bahwa grasi bukanlah merupakan upaya 
hukum. Namun, merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan 
pengampunan kepala warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. 
Pemberian grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebaga Kepala 
Pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif 
presiden untuk memberikan pengampunan. Menurut ketentuan pasal 14 
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai 
kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. 
Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar yang pertama, ketentuan 
tersebut sedikit mangalami perubahan yaitu dalam hal memberi grasi dan 
rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan 
dalam hal memberi amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan Dwan 
Perwakilan Rakyat.   
Grasi merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan 
ampunan kepada seorang terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan 
persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap 
putusan hakim, meskipun grasi pemberian grasi dapat mengubah, 
meringankan, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang 






Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Grasi, amnesti, 
abolisi dan rehabilitasi mutlak merupakan kekuasaan presiden tanpa harus 
mempertimbangkan pertimbangan DPR, hanya saja presiden dalam pemberian 
amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung 
yang menyampaikan nasihat itu atas Permintaan Menteri Kehakiman. Namun 
setelah amandemen, konstitusi mengatur mengenai hak presiden di bidang 
yudisial yang termuat pada pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 14 ayat (1) 
berbunyi “Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden kepada orang 
tertentu harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung sehingga dengan 
demikian Presiden tidak sewenang-wenang dalam memberikan grasi dan 
semacamnya”.19 Sedangakan pasal 14 ayat (2) berbunyi “Pemberian amnesti 
dan abolisi oleh Presiden harus melalui pertimbangan DPR, bukannya 
Mahkamah Agung. Grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti menjadi hak 
absolut Presiden. Ketentuan perubahan terhadap pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang amnesti dan 
abolisi tersebut bertujuan untuk peningkatan fungsi dan peran Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintah oleh Presiden. Dengan ketentuan pertimbangan ini, maka 
pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut 
                                                           





presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah 
Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. 
Mengenai pemberian grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, 
presiden baik mengabulkan ataupun menolak permohonan grasi yang 
diajukan, haruslah didasarkan pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan 
dengan aliran kompromis atau teori gabungan, mencakup semua aspek yang 
ada di dalamnya. Jadi, dalam permohonan grasi ini presiden harus 
mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa mempertimbangkan 
masalah mengenai perlindungan tertib hukum masyarakat, baik mengabulkan 
atau menolak permohonan grasi dari pemohon. Dalam hal ini masukan dari 
Mahkamah Agung sangat diperlukan oleh presiden sebagai badan yang 
memang berkompeten untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh presiden.
20
 
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa grasi diberikan oleh 
presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Maka meskipun ada 
nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah agung. Grasi oleh presiden pada 
dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non 
hukum berdasarkan hak prerogatif seorang presiden. Dengan demikan grasi 
bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau meringankan pidana 
atau menghapus pelaksanaan pidana yang telah di putus. Jadi grasi merupakan 
semacam anugerah dari presiden, namun grasi biasa juga ditolak oleh 
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presiden. Undang-undang tidak menentukan pertimbangan seperti apa yang 
harus digunakan presiden untuk memberikan grasi, undang-undang hanya 
menyebutkan bahwa presiden memberikan grasi dengan memperhatikan 
pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang menjadi pasti dengan adanya 
Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Grasi adalah pembatasan terhadap 
hukuman yang dapat diajukan grasi. 
 Dari segi wewenang pemberian grasi atau ampunan, maka yang 
berwenang memberikan grasi hanyalah presiden. Dalam sistem hukum pidana 
umum, tidak ada jalan lain untuk memberikan pengampunan kepada para 
terpidana yang dalam arti perbuatan jahatnya tidak terhapus kecuali dengan 
menggunakan grasi. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam, karena dalam 
Islam pengampunan merupakan hak orang yang teraniaya dan hak orang yang 
menjatuhkan hukuman (hukuman takzir). Dengan demikian hukuman takzir 
dapat diberi grasi. Sebagaimana dalam hadist Nabi muhammad saw: 
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Artinya: 
“Diceritakan kepada kami oleh Abd. Al-Rahman; diceritakan kepada 
kami oleh Abd. Al-Malik bin Zaid dari Muhammad bin Abi Bakr dari 
ayahnya dari Amrah dari Aisyah, bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa 
sallam bersabda; entengkanlah hukuman terhadap orang yang berbuat maksiat 







Ada beberapa alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan 
grasi kepada seorang Narapidana, yaitu sebagai berikut:
21
 
1. Bila terpidana ternyata menderita penyakit parah yang tidak dapat 
disembuhkan. 
2. Ada sejumlah perkembangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan oleh 
hakim ketika menjatuhkan putusan. 
3. Jika terdapat kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang 
menyebabkan dalam suatu peradilan, hakim terpaksa menjatuhkan hukuman 
tertentu terhadap terdakwa. Yang apabila hakim tersebut diberikan hak atau 
kekuasaan yang lebih besar maka tersebut akan menjatuhkan hukuman yang 
lebih ringan terhadap yang bersangkutan. 
4. Bila terpidana telah selesai menjalani masa percobaan dan pada masa 
percobaan tersebut terpidana dianggap pantas untuk menerima pengampunan 
karena berkelakuan baik. 
5. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat. 
6. Adanya perubahan dalam tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan. 
7. Ketika adanya suatu praktik ketidak adilan yang secara nyata ditunjukkan. 
8. Demi kepentingan keluarga terpidana 
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3. Landaran Hukum Pemberian Grasi 
Indonesia merupakan negara yang patuh terhadap hukum dan 
mengikuti peraturan hukum yang telah dibuat. Sebelum terciptanya sebuah 
hukum yang sempurna, hukum juga memiliki landasan hukum terhadap 
pemberian grasi untuk meringankan hukuman pada narapidana. 
Berikut adalah penjelasan mengenai landasan hukum pemberian grasi: 
a. Landasan Hukum Pemberian Grasi Sebelum Amandemen UUD 1945 
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 
1945, pemberian grasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945 
menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang mutlak terhadap 
pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Dengan melihat pada 
ketentuan tersebut, Presiden tidak memerlukan pertimbangan pertimbangan 
ataupun saran dari pihak manapun manakala memberikan pengampunan bagi 
narapidana dalam bentuk apapun. Dengan kekuasaan mutlak dalam hal 
pemberian pengampunan Presiden tampak seperti raja atau ratu yang 
memberikan grasi atas dasar kemurahan hati. 
Seiring dengan berjalannya waktu grasi dipandang sebagai tindakan 
untuk menegakkan keadilan. Grasi dianggap sebagai jalan untuk mengkoreksi 
keputusan pengadilan yang dinilai kurang tepat dan kurag adil. Selain tujuan 
tersebut grasi juga harus dilakukan rasa dasar kepentingan negara. Hukum 
konstitusi pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak 





sejumlah undang-undang dan peraturan mengenai grasi untuk mendukung 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 telah dibuat. 
Berikut adalah peraturan yang mendukung Undang-Undang Dasar 
1945: 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 berkenaan dengan tata 
cara pelaksanaan untuk mengajukan permohonan ampun kepada 
Presiden. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 dibuat untuk 
mengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkenaan 
dengan tata pelaksanaan untuk mengajukan permohonan ampun 
pada Presiden. Undang-undang ini mengatur bahwa hanya 
hukuman yang diputuskan oleh pihak Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tentara 
Agung, Mahkamah Tentara dan lembaga pengadilan lainnya 
sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman yang bisa 
dimohonkan grasi. Selanjutnya juga diatur bahwa permohonan 
grasi dapat menunda hukuman mati, hukuman penjara termasuk 
hukuman kurungan pengganti. Namun tidak dapat menunda 
hukuman denda. 
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. 
Undang-undang ini tidak banyak membahas mengenai ketentuan 





ketentuan yang bersifat materil tanpa adanya ketentuan umum 
yang menjelaskan mengenai pendefenisian hal-hal yang diatur di 
dalamnya. 
4) Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa permohonan grasi 
bisa diajukan oleh terpidana atas hukuman yang diputuskan dalam 
keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil yang berkekuatan 
hukum tetap, namun tidak dijelaskan batasan-batasannya. 
Sehingga dapat ditafsirkan bahwa semua jenis hukuman baik yang 
berat maupun yang ringan, yang berupa hukuman kurungan, 
hukuman denda maupun hukuman mati bisa dimohonkan grasi. 
5) Selanjutnya dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa 
pengajuan grasi harus dilakukan oleh terpidana sendiri atau dibuat 
oleh pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari terpidana. 
Kecuali untuk hukuman mati, pengajuan grasi boleh dilakukan 
oleh pihak lain tanpa persetujuan terpidana, namun tidak 
dijelaskan lebih lanjut mengenai pihak lain yang dimaksudkan 
dalam undang-undang. 
6) Pada pasal lain dalam undang-undang ini terdapat pasal yang 
mengatur bahwa jika terpidana tidak mengajukan grasi dalam 
tenggang waktu yang sudah diberikan, maka Hakim atau Ketua 






b. Landasan Hukum Pemberian Grasi Setelah Amandemen UUD 1945 
Setelah amandemen, kekuasaan Presiden dalam hal pengampunan 
yang bersifat mutlak mengalami perubahan. Setelah mengalami amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 menyebutkan bahwa dalam 
memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan 
pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan dalam pemberian amnesti 
dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
peranan lembaga yudikatif dan legislatif dalam mengawasi dan mengimbangi 
kekuasaan Presiden. 
Selanjutnya untuk mendukung perubahan tersebut, dibuatlah undang-
undang baru mengenai pemberian grasi, yaitu: 
1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, undang-
undang ini menjelaskan defenisi grasi dan terpidana. Selain itu 
undang-undang ini juga memberikan batasan dan persyaratan 
untuk membuat permohonan grasi. Dalam undang-undang ini 
disebutkan bahwa pemidanaan yang bisa dimohinkan grasi adalah 
pemidanaan yang diputuskan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Undang-undang ini 
memberikan kepastian atas tata pelaksanaan pengajuan 





sebelumnya dan menghindari kemungkinan terpidana melakukan 
praktik curang untuk menghindari pelaksanaan hukuman. Undang-
undang ini juga mengatur tentang kesempatan terpidana untuk 
mengajukan grasi yang tidak diatur dalam undang-undang 
sebelumnya. Dalam undang-undang yang baru, grasi hanya bisa 
diajukan satu kali, terpidana akan bisa mengajukan grasi untuk 
kedua kalinya jika terpidana tersebut memenuhi salah satu syarat 
berikut: 
2) Pernah ditolak permohonannya dan telah lewat waktu dua tahun 
sejak penolakan grasi pertama. 
3) Pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi seumur hidup dan 
telah lewat waktu dua tahun setelah keputusan tersebut. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Undang-undang ini dibuat 
untuk mengubah sejumlah ketentuan yang tertulis pada Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Adapun alasan dilakukannya perubahan 
ini karena banyak permohonan grasi yang belum bisa diselesaikan pemerintah 
pada masa waktu dua tahun sejak undang-undang grasi diundangkan. Salah 
satu faktor yang menyebabkan pemerintah tidak dapat menyelesaikan 
permohonan grasi dalam jangka waktu yang ditentukan addalah tidak 





grasi bagi terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Grasi. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan eksekusi menjadi 
tertunda sampai jangka waktu yang tidak terbatas. 
Agama Islam juga membenarkan pemberian grasi seperti Firman Allah 
dalam QS.Al-baqarah/2:178 
                               
                               
                           
     
          Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 
yang sangat pedih”22 
4. Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone dalam 
Pemberian Grasi Terhadap Narapidana 
Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, pengertian Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat 
                                                           





fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, 
pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang 




Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut sipir adalah 
seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diberi 
tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan dan keselamatan 
narapidana di penjara serta bertanggung jawab melakukan pembinaan terhada 




Selain itu menurut peneliti, petugas lapas wajib memberikan informasi 
mengenai hak-hak narapidana selama menjalani proses pemidanaan di 
lembaga pemasyarakatan, termasuk hak narapidana untuk mengajukan grasi 
kepada Presiden Republik Indonesi.  Apabila petugas lapas tidak memberikan 
informasi tentang adanya hak narapidana untuk mengajukan grasi, maka 
sangat kecil kemungkinan untuk narapidana mengajukan grasi, terlebih lagi 
keluarga narapidana merupakan orang-orang yang tidak paham mengenai 
hukum. 
                                                           
23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 8 
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Dari 10 (sepuluh) orang narapidana/warga binaan dengan bebeda 
kasus, berbeda lama hukuman yang peneliti wawancarai hanya ada 2 (dua) 
orang narapidana yang tahu bahwa narapidana mempunyai hak untuk 
mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia 
yang disebut grasi. Namun merekapun hanya sekedar tahu arti, tetapi tidak 
mengetaui syarat-syarat serta prosedur atau tata cara pengajuan grasi tersebut 
karena hanya mendapatkan informasi dari berita yang ditayangkan di media 
massa/ televisi.  
“yang ku tahu masalah grasi, adalah pengampunan dari presiden tapi 
tidak tahu ka bagaimana caranya mengajukan grasi karena tidak pernahki 
dikasi tahu sama petugas, Cuma waktu itu pernah ka liat diberita di televisi”25 
Dapat dimengerti apabila narapidana dan atau keluarga narapidana 
kurang atau bahkan tidak tahu mengenai hak narapidana untuk mendapatkan 
grasi. Namun, sangat disayangkan apabila petugas Lapaspun tidak mengetahui 
tentang grasi. 
Dari penelitian, diketahui bahwa tidak sedikit petugas Lapas yang 
tidak tahu tentang prosedur atau tata cara pengajuan grasi, siapa-siapa saja 
orang yang dapat mengajukan grasi, syarat-syarat untuk mengajukan grasi, 
bahkan arti dari grasi saja ada beberapa petugas yang tidak tahu. 
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Lain halnya dengan beberapa petugas lapas yang lain yang tidak dapat 
disebutkan namanya, mereka pada dasarnya tahu bahwa grasi adalah 
pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada napi yang memenuhi 
syarat. Namun, syarat yang mereka maksud adalah hukumannya hukuman 
mati, memeliki penyakit yang parah dan tidak dapat disembuhkan lagi, cacat 
tetap, usia lanjut dan anak-anak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2002 tentang Grasi, yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah 
narapidana yang dihukum pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana 
penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
26
 
Sangat pula disayangkan, tidak pernah ada sosialisasi mengenai grasi 
(Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Grasi dan atau UU No. 5 tahun 
2010 tentang Perubahan atas Undang-undang No.22 tahun 2002 tentang 
Grasi) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone baik 
dari pihak pimpinan Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone atau 
dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
“selama ka di sisni, dari tahun 2012, tidak pernah ada sosialisai 
tentang grasi, yang ada cuma sosialisasi tentang bantuan hukum”27 
5. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pemberian Grasi Terhadap 
Narapidana 
                                                           
26 Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tetang Grasi, pasal 2 ayat (2) 
27 Muhammad Tahir (30 tahun), Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 





a. Dampak Positif 
Sebelum tahun 2002, pemberian grasi didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Namun, setelah 
tahun 2002 pemberian grasi didasarkan pada  Undang-Undang no.22 tahun 
2002 tentang Grasi. Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi 
menurut Undang-Undang Permohonan Grasi adalah semua putusan 
pengadilan sipil dan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum 
tetap. Sedangkan ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut 
Undang-Undang Grasi adalah semua putusan yang berkekuatan hukum 
tetap, putusan tersebut adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup 
dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 
Pemberian grasi tersebut dapat berupa pembebasan dari seluruh 
pidana, pembebasan sebahagian dari pidana, atau perubahan jenis pidana 
dari pidana berat menjadi pidana ringan.sedangkan dalam Undang-Undang 
Permohonan Grasi tidak disebutkan bentuk-bentuk grasi yang dapat 
diberikan oleh presiden. 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Grasi Nomor 22 tahun 2002 
tentang Grasi, memberikan peluang kepada narapida untuk mendpaatkan 
grasi dari Presiden Republik Indonesia dan mendatangkan dampak positif 
dari pemberian grasi tersebut.  






1) Mengurangi penderitaan narapidana dan keluarganya 
2) Narapidana merasa bahwa negara tidak membatasi hak-hak warga 
negaranya. 
3) Untuk narapidana anak, dapat menempuh pendidikan yang lebih layak 
dengan sarana dan pra sarana yang memadai 
4) Dapat membuka usaha atau bekerja untuk menghidupi keluarganya 
5) Menjadi motivasi bagi narapidana lain untuk senantiasa berkelakuan 
baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
6) Mempercepat proses bebasnya narapidana dari Lembaga 
Pemasyarakatan 
7) Narapidana merasa lebih percaya diri 
8) Menghapus ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum  
9) Meminimalisir resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis 
yang dijatuhkan oleh hakim seperti innocent people 
b. Dampak Negatif 
Dampak negatif adalah dampak buruk yang ditimbulkan sesuatu 
terhadap sesuatu yang lain. Dalam hal ini, yaitu dampak buruk pemberian 
grasi terhadap narapidana. 
Dalam penelitian, penulis tidak menemukan adanya narapidana yang 
pernah mengajukan ataupun menerima grasi dari Presiden sehingga pada 





grasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Watampone. 
Namun secara global dampak negatif pemberian grasi terhadap 
narapidana, yaitu: 
1) Menjadi celah bagi pelaku kejahatan lain, untuk tidak takut 
melakukan kejahatan karena apabila tertangkap dan dipenjara, maka 
dapat mengajukan grasi. 
2) Masyarakat akan berasumsi bahwa hukum di Indonesia tidak tegas. 
3) Menghilangkan efek jera hukum. 





Grasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi 
adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 
Presiden. Grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 
Grasi dapat diajukan oleh terpidana itu sendiri, Kuasa Hukum 
terpidana dengan persetujuan kliennya tersebut, keluarga terpidana dengan 
persetujuan terpidana yang bersangkutan atau keluarga korban tanpa 
persetujuan terpidana dalam hal hukuman mati. Selain itu, pihak-pihak yang 
berwenang untuk mengusulkan pemberian grasi karena jabatannya, yaitu 
Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri, Jaksa atau Kepala Kejaksaan Negeri, 
Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
Apabila seluruh syarat-syarat terpenuhi, Presiden dapat memberikan 
grasi berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah 
pidana, atau penghapusan pelaksaan pidana, permohonan grasi hanya dapat 
diajukan 1 (satu) kali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak 
diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan tingkat banding 
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yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana, atau putusan kasasi. 
Adapun prosedur pengajuan grasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat 
pertama memberitahukan hak mengajukan grasi kepada terpidana 
sesaat setelah putusan dibacakan. Namun apabila terpidana tidak hadir, 
maka terpidana mempunyai hak untuk diberitahukan secara tertulis 
oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat 
pertama. 
2. Surat permohonan yang diajukan oleh terpidana atau orang lain dengan 
persetujuan terpidana (dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, dapat 
diajukan tanpa persetujuan terpidana) harus diajukan kepada Presiden 
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
disampaikan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama 
untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi ini  
(dan salinannya) dapat pula disampaikan melalui Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana yang nantinya akan 
disampaikan oleh Kepala Lembaha Pemasyarakatan tersebut kepada 
Presiden dan salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara 
pada tingkat pertama. 
3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. 
4. Setelah menerima permohonan yang diajukan, dalam jangka waktu 
paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan 
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salinan permohonan grasi, panitera pengadilan mengirimkan surat 
permohonan tersebut beserta berita-berita acara sidang, surat putusan 
yang bersangkutan atau salinannya, dan banding serta kasasi (bila ada) 
kepada Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk 
diteruskan ke Mahkamah Agung. 
5. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangannya 
terhadap grasi yang diajukan terpidana. 
6. Dalam jangka paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal 
diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah 
Agung segera meneruskan berkas-berkas tersebut beserta 
pertimbangan yang tertulis kepada Presiden. 
7. Presiden kemudian memberikan keputusannya, apakah mengabulkan 
permohonan grasi atau menolaknya. Jangka waktu pemberian atau 
penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya 
pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian Keputusan Presiden 
mengenai grasi tersebut disampaikan kepada terpidana paling lambat 
empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut sipir adalah 
seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemeneterian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia yang bertugas dengan tanggung jawab untuk 
memberikan pembinaan  dan informasi kepada warga binaan/ narapidana. 
Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2015 tidak ada narapidana yang mengajukan grasi 
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dikarenakan tidak adanya informasi ataupun sosialisasi mengenai grasi di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone. Beberapa narapidana 
hanya hanya mendapatkan informasi tentang grasi dari media massa / 
televisi dan mereka tidak tahu cara mengajukan permohonan grasi. 
Dampak positif pemberian grasi kepada narapidana, yaitu  
mengurangi penderitaan narapidana dan keluarganya, narapidana merasa 
bahwa negara tidak membatasi hak-hak warga negaranya, untuk 
narapidana anak, dapat menempuh pendidikan yang lebih layak dengan 
sarana dan pra sarana yang memadai, dapat membuka usaha atau bekerja 
untuk menghidupi keluarganya, menjadi motivasi bagi narapidana lain 
untuk senantiasa berkelakuan baik selama berada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan, mempercepat proses bebasnya narapidana dari Lembaga 
Pemasyarakatan, narapidana merasa lebih percaya diri, menghapus 
ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum, meminimalisir 
resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh 
hakim seperti innocent people. 
Sedangkan dampak negatif pemberian grasi kepada narapidana, 
yaitu menjadi celah bagi pelaku kejahatan lain, untuk tidak takut 
melakukan kejahatan karena apabila tertangkap dan dipenjara, maka dapat 
mengajukan grasi, masyarakat akan berasumsi bahwa hukum di Indonesia 




B. Implikasi Penelitian 
Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan diskusi mengenai 
penerapan Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Watampone. Berikut diajukan beberapa saran 
yang berkaian dengan tulisan ini, yaitu: 
1. Diharapkan ada sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2002 Tentang Grasi kepada warga binaan dan Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Watampone agar para narapida tahu bahwa mereka berhak untuk 
mengajukan grasi kepada Presiden dan juga mengerti prosedur pengajuan 
permohonannya. 
2. Memerikan pelatihan atau sejenisnya mengenai grasi kepada petugas di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Watampone agar dapat memberikan 
pengarahan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Watampone. 
3. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam hal pemberian grasi terhadap 
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